
SALlNAN

PERATURAN DAERAH I(ABUPATEN BALANGAN
NOMOR 2 TAHUN 2OL2

TENTANG

PENGELoLAANSAMPAHDANKEBERSIHANLINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi

*r,=y"r"kat menimUutt<an bertambahnya volume' jenis' dan

karakteristik sampah yang semakin beragam;

b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan

metode d^an teknik pengelolaan sampah yang berwawasan

iingkung"n "errir,gg" 
*.iimbulkan dampak negatif terhadap

keJehatan masyarakat dan lingkungan;

c:31;.1"i1frx?i'"J:i,rt*i1ffi "31*1'utr'"*;:t':{{:
i.rp?a,, dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara

ekonomi, kesehatan bagi masyarakat dan aman bagi

lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;

d'bahwadalampengelolaansampahdiperlukankepastian
hukum, kejelasan tanggung jawab d?t kewenangan
pemerintahan Daerah dan pr.u.r, masyarakat serta dunia

usaha, sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara

proporsional, efektif dan efisien;

e.bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksud
pad.a huruf 

", 
;, 

", 
att, d perlu riembentuk Peraturan Daerah

Kabupaten Balangan tentang Pengelolaan Sampah dan

Kebersihan Lingkungan ;

Mengingat :' H:ffi:;f+il?J;Tff ff*:-,?,?:?":'afffi-:it.+ti1;1
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun2003Nomor22,TambahanLembaranNegaraRepublik
Indonesia Nomor a265\;

2.Undang.UndangNomor32Tahun2ao4tentangPemerint*i"
Daerah (Lemba"ran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4

Nomor 125, Tambahan- Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor4437\,sebagaimanatelahdiubahbeberpakalidan
terakhir kali'dengu-ri u.tar.t g-undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang perubahan Kedua 1,t." undang-undang Nomor 32

Tahun 2oo4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

RepubliklndonesiaTahun200sNomorSg,Tambahan
LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomoraSaa);

3.Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

Sampaf, (Lembiran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a851);

4.Undang-undang nomor 25 Tahun 2oo9 Tentang Pelayanan
publik - (Lembaian Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg

Nomor i 12, T"-bahari Lembalan Negara Republik Indonesia

Nomor 5O38);

S.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2oo9 tentang Perlindungan
dan pengelolain Lingkungan Hidup (Lembaran Negara

Republik indonesia rarrun- 2oog Nomor 140, Tambahan

LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor5059);

6.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan
peratuian Peru}dang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 523a\i

T.PeraturanPemerintahNomor33TahunZao7tentang
Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik tndonesia Tahun

2oo7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

g.peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2OLl tentang
pembentukan produk Hukuir Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 69a);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008

tentang urusan pemeiintahan yang Menjadi. Kewenangan

Pemerintahan Daerah Kabupaten 
-ealangan 

(Lembarln Daerah

KabupatenBalanganTahun2oosNomor02,Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

Dengan Persetujuan Bersama

DE\IIAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH I{ABUPATEN BALANGAN

dan

BUPATI BALAI{GAN

MEMUTUSI(AN :



PENGELOLAAN SAIVIPAH
MenetaPkan :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan'

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati d1n perangkat daerah sebagai unsur

penyelengg^iu' Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan'

3. BuPati adalah BuPati Balangan'

4. Dewan Perwakilan Ratrqyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah

Dewan Perwakiian Rakyat Daerah Kabupaten Balangan'

PERATURAN DAERAH TENTANG

OAT{ KEBERSIHAN LINGKUNGAN'

5. Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan

eiHK adalarr Badan lingkungan Hidup

Balangan.

6. sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia danlatau proses alam

yang berbentuk Padat'

7. sampah spesifrk adalah sampah yang.karena sifat' konsentrasi' dan/atau

volumenya memerlukan pengelolaan khusus'

g. sumber sampah adalah lokasi asal timbuian ."1*p"1 
y:?: dapat berasal

dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri' fasilitas

"o"lrt, 
fasilitas umum danlatau fasilitas lainnya'

g. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang
- 

*.rigftasiikan timbuian samPah'

l0.Pengelolaansampahadaiahkegiatanyangsistematis,menyeluruhdan
berkesinambungan yang meliputi penguranfan dan penanganan sampah'

ll.TempatPenampungansampahyangselanjutnyadisebutTPSadalah
tempatlwad"ah untuk *""t"If'"s!3lp"h slbelum sampah diangkut ke

tempat p"rdut"t" t't*"g' 
--pt'gil*ht"' danlatau tempat pengolahan

samPah terPadu'

12. Tempat pengoiahan _sampah Terpadu, yang selanjutnya disebut TPST

adalah tempat dllatsanala'rrrya', r.egiatan" p"ttg'*pulan' pemilahan'
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yang selanjutnYa disingkat
dun Kebersihan KabuPaten



penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir

sampah.

13. Tempat Pemrosesan Akhir yang seianjutnya disebut TPA adalah tempat

untuk memroses dan mengemb"tit ..t sampah ke media lingkungan secara

aman bagi manusia dan lingkungan.

14. Kompensasi adaiah pemberian imbalan kepada orang yang terkena

dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah

ditempat Pemrosesan akhir samPah;

15. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan

hukum;

16. Bad,an adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan

Terbatas (PT), persekutuan komanditer (cv), Firma (Fa), Perseroan lainnya,

Badan usaha l,fiUt Negara atau daerah (BUMN/BUMD) dengan nama dan

bentuk apapun, Perlekutuan, Perkumpulan, kongsi, Koperasi atau

Organisa"iy*t g sejenis, Lembaga Swadaya serta Badan Usaha lainnya'

17. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan

dalam r""Jf." pengendalian yang meliputi pencegahan dan

penanggulanf,an kecehf,aan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar'

18. Lingkungan adalah suatu benda, daya dan kehidupan termasuk di

dalamnya manusia dengan segala tingkah lakunya yang terdapat dalam

suatu *.rrj mempengiruhi felangsungan dan kesejahteraarl manusia

serta kelangsungan jasad-jasad hidup lainnya'

19. Pemakai Persil adalah Penghuni atau pemakai tempat dalam Daerah

Kabupaten Balangan untuk tempat tinggal atau tempat usaha'

20. Mitra Kerja adalah pihak ketiga yang ditetapkan seb-agai mitra oleh Badan

Lingkungan Hidup dan XebJrsih"., K"b,rpaten Balangan sesuai dengan

peraturan yang berlaku untuk melaksanakan pengelolaan sampah'

21. SOP adalah standar operasional prosedur sebagai petunjuk teknis

pelaksanaan di laPangan'

Bagian Kedua
Ruang LingkuP

Pasal 2

(1)Sampahyangdikelolaberd.asarkanPeraturanDaerah
a. samPah rumah tangga;
b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
c. sampah sPesifik.

(2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud, 
berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah
tinja dan samPah sPesifik;

pada ayat (1) huruf a,

i"ngga, tidak termasuk



(3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b berasal dari kawasan liJmersiat, kawasan industri' kawasan

khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum' dan/atau fasilitas lainnya;

(4) sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

, 
a. sampatr- yang mengandung bahan berbahaya dal beracun;

U. *a*paft y""g menlandun[ timUah bahan berbahaya dan beracun;

c. sampah yang timbul akibat bencana;
d. puing bongkaran bangunan;

". "r"*p.h 
yJng secara teknologi belum.da.pat diolah; dan

f. sampah y"t S timbul secara tidak periodik'

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jeni9. sampah spesifik di luar ketentuan

sebagaimana dimaksud paai ayat 1+1 diatur 
-d"ng^' Peraturan Bupati'

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab' asas

berkelanjutan, L*r." manfaat, asas keadilan, asas kesadaran' asas

kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan aSaS nilai ekonomi'

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat

dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya'

BAB III
TUGAS DAN U/EUIENANG

(1)

{2\

Pasal 5

pemerintahan Daerah menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah

yang baik dan berwawasan lingkungan'
Dalam rangka terselengg*rr.yu." pengelolaan sampah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), P&erinlahan Dalrah wajib melaksanakan :

a. menumbuhkembangkan aan meningkatkan kesadaran masyarakat

dalam Pengeloiaan samPah;
b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan' dan

penanganan samPah;
c. memfasilitasi, 

^mengembangkan' lt' melaksanakan upaya

pengurangan, penangan-an' dan pemanfaatan sampah ;

d. melaksanakan pengelola.rr--*u"*p.tt dT memlasilitasi penyediaan

prasarana dan sarana pengelolaan sampah; faat hasil
e. mendorong dan rnemfasiiitasi pengembangan manl

pengelolaan samPah;
f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal y*"g_l:,'I:10u"* pada

masyarakat setempat untuk-*.tig"i"ngi dan menangani sampah; dan
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